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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

NO. 9 TAHUN 1999 SERI A NOMOR 5 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM BANG 
NOMOR 8 TAHUN 1998 

Menlmbang 

Menglngat 

... 

TENTANG 

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REM BANG 

: a. bahwa dengan telah dltetapkannya Undang-undang 
Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Dasran dan 
Retribusl Daerah, maka Peraturan Daerah harus segera 
dlsesualkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang benaku : 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesualan materi 
tersebut diatas, dlpandang perlu untuk menyusun dan 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
llngkat II Rembang tentang Pajak Hotel dan Restoran. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Ungkungan Propensl Jawa Tengah : 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahoo 1974 tentang Pokok­ 
pokok Pemerlntahan di Oaerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republll< Indonesia Nomor 3037); 
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Panye1esalan Sengketa Pajak (Lembaran Negara 
Reoublik tndonesla Tahlm 1997 Nomor 40. Tambahan 
Lembaran Negara Repoollk Indonesia Nomor 3684 ); 

4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daeran dan Retr1busi Daerah (Lembaran Negara 
Republlk lndor.esla Tahun 1997 Nomor 41 . Tambahan 
Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3685): 

5. Undang-undang NOOlOr 1~ Tahun 1997 tentang 
Penaglhan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Nomor 3686); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 1997 
Nomor 54. Tambahan Lambaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3691 ); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 84 tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 
Perubahan; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak 
Daerah. 

9. Keputusan menterl Dalam Negeri Nomor 171 Tahon 
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

10. Keputusan Merieri Dalam Negerl Nomor 172 Tahun 
1997 tentang Wajib Pajak yang wajlb 
menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara 
Pembukuan: 

11. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II 
Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Neger1 SipU di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Rembanng Tahun 
1989 Nomor 8 ). 

--~ . 
0 
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9engan Persetujuan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang. 

Q 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 
REM BANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Dasran Int yang dlmaksud dengan: 
a. Daerah adalan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 
b. Pemerintah Daerah adatah Pemer1ntah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang; 
c. Bupatl Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala Daerah Tlngkat II Rembang ; 
d. Pejabat adalah Pegawal yang dlberl tugas tertentu dibldang perpaJakan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanngan yang berlaku ; 
c e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan 

daerah atas pelayanan hotel dan restoran ; 
f. Hotel adalah bangunan yang khusus dlsedlakan bagl orang untuk dapat 

menginaplist.lrahat, memperoleh pelayanan . dan atau fasllltas lalnnya 
dengan dlpungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu , 
dlkelola dan dimllikl oleh plhak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 
per1<.antoran ; 

g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau 
minuman yang dlsedlakan dengan dipungut bayaran. tldak termasuk usaha 
jasa boga atau katering ; 

h. Peng us aha hotel dan restoran adalah perorangan a tau oaoan yang 
menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendlrt 
atau untuk dan atas narna pihal- lain yang menjadl tanggungannya ; 

i. Surat Pemt>erltahuan Pajak Daerah yang selanJutnya dlslngkat SPTPD 
adalah surat yang dlgunakan oleh wajlb pajak untuk melaporkan perhltungan 
dan pembayaran Pajak terutang menurut Peraturan perundang-undangan 
perpajakan Oaerah : 

J. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dislngkat SSPD. adalah surat 
yang digunakan oleh wajib paJak untuk melakukan pembayaran atau 
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peyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang dttunjuk 
oleh Bupatl Kepala Oaerah ; 

k. Surat Katetapan Pajak Oaerah yang salanJutnya dislngkat SKPD adslah 
Slll'at Kgputusan ~ .g menentukan besarnya t-lf'iah psJa~ yan~ terutang ; 

I. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar yang selanjutny'a dlslngkat 
SKPOKB adalah Surat '<.eptrtusen yang msnentukan bessmya jum!ah paja.K 
yang tenltang, jumiah kredlt pajal<., jUrllah kekuTim{/' • pe;"'lt;ayaran pckok 
ps.j&k, besamya sanksl adm!nlstrasl den jumlah yang m~slh harus d!bs.yar ; 

m Surat Ketetapan Pajak Daeran l<urang Bayar Tambahan yang ss!anjutnya 
dlslngl{at SKPDKBT adalah Surat KeputUS3n yang m311entukar. tamoanan 
atas _Joo-dah pajak yang ciltetapkan ; 

n. Surat Ketetapan Pajak Daarah Leblh Bayar ~ selaqtitll'JS dlslngk.at 
SKPOLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah keleblhan 
pembayaran pajak karena Jum!ah kredit paJak leblh besar dar1 paJak yang 
terutang atau tldak seharusnya terutang ; 

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhll, yang selanJutnya dlsingkat SKPDN, 
adatah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama 
besamya dengan kre~ pajak, atau pajak tldak terutang dan tldak ada kredit 
pajak; 

p. Surat Taglhan Pajak Daerah yang selanjutnya clslngkat STPD adalah surat 
ll'ltUk melakukan taglhan pajak atau sankst admlnlstrasl berupa bunga dan 
atau denda. 

BAB ,. 
,1 

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 
Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dlpungut pajak atas setiap pelayanan di 
hotel dan restoran . 

Pasal 3 
(1) Obyek Pajak adatah setlap pelayanan yang disedlakan dengan pembayaran 

di hotel can atau restoran, tsrmasuk : 
a. faslltas par.glnapan atau fasffltas tlnggal Jsngka pendek ; 
b. PGlayanan penunJang sabagal kelengkapan fasllltas psngtnapan atau 

t!nggal jangka psndek yang slfatnya memberlkan kemGdahan dan 
kenyamanan ; 

c. fasllas olah raga dan hlburan yang dlsedlakan khusus untuk tBmu hotel, 
bukan untuk umum ; 

d. jasa persewaan ru@.ngan untuk keglatan acara atau pertemuan dlhotel ; 

• 
rv - 
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e. penjuatan makB.nan dan atau mlnuman dltempat yang dlsertai dengan 
fasmtas penyantapannya. 

(2) Tldak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat t 1) adalan · 
a. persewaan rumah atau kamar. apartemen dan atau fasllltas tsmpat 

tlnggal lalnnya yang tidak menyatu dengan trot~ ; 
b. asrama dan pondok pesantren ; 
c. fasilltes olah raga dan hlburan yang dlsedlakan dl hotel yang 

cilpergunakan oleh umum di hotel ; 
d. pertokoan, oerkantoran, pemankkan, salon yang dipergunakan oleh 

umum di hotel ; 
e. pelayanan perja!anan wlsata yang dtselenggarakan oleh notst dan dapat 

dlmanfaatkan oleh umum ; 
f. palayanan usaha jasa boga/katerlng . 

Pasal 4 
Subyek Pajak adalah orang prlbadl atau badan yang melakukan pembayaran 
atas petayanan hotel dan restoran. 

Pasal 5 
c Wajtb Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran. 

BAB Ill 
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK 

Pasal 6 
Dasar pengenaan pajak adalan jUmlah pembayaran yang dllakukan kepada hotel 
dan atau restoran. 

Pasal 7 

Tarip Pajak dltetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) can dasar pengenaan. 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN CARA PERHIWNGAN PAJAK 

Pasal 8 

( 1) Pajak yang terutang dipungut di wllayah Daerah. 
(2) Besamya pajak teru!ang dlhltung dengan cara mengallhkan tanp 

sebagalmana dlmakst.:d Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana 
dlmaksud Pasal 6. 



. '. 
BABV 

MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
Pasal 9 

Masa pajak adalah Jangka waktu tertentu yang lamanya dltetapkan oleh Bupati 
Kepala Daerah sebagal dasar untuk menghultung besamya Pajak terutang. 

I 
" - 

Pasal 10 

Tahun Pajak adalan jangka waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin 
kecuali blla Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun takwtn. 

Pasal 11 

Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran. 

Passi 12 

t 1 1 Setlap WaJlb Pajak wajib mengisl SPTPD . 
. 2 SPTPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) narus diisi dengan Jalas. w 

benar dan lengkap. 
1 ~ 1 Bentuk, isl dan tata cara pengisian SPTPD dltetapkan olah Bupati Kepala 

Daerah. 

BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pesa! 13 

< 1 i Berdasarkan SPTPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (1 ), 
Bupati Kepala Daerah menetapkan paJak terutang dengan menerbltk.an 
SKPD. 

12°! Apabla SKPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tldak atau lwrang 
dibayar setelah lewat ·,vaktu paling lama satu oulan sejak SKPD dlterlma. 
dlkenakan sanksl admlnlstrasi berupa denda sebesar 2 % ( dua persen ) 
sebutan dan ditaglh dengan menerbitkan STPO. 
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Pasal 14 
(1) waJb Pajak yang membayar sendlr1, SPTPO sebagalmana chaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghltung , memperhltungkan dan 
menetapkan pajak send!rt yang terutang. 

(2) Da!am jangka waktu 5 (Uma) tahlcn sesudah saat terutangn;:a pe.,'sk. Bupati 
Kepa!a Oaerah dapat menerbltkan : 
a. SKPOKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPON. 

(3) SKPOKB sebagamana dlmaksud pads ayat (2) htrUf a dlterbltkan : 
a. apablla beraasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

tarutang tidak atau k1nng dlbayar dikenakan sanksl admlnlstrasi berupa 
blllga sebes8r 2 % ( dua persen ) sebulan dlhloog dari pajak yang 
kurang atau ter1ambat dibayar lS1tuk Jangka waktu paling lame. 24 ( dua 
pultl1 empat ) butan dlhltung seJak saat teruangnya paJak. 

b. apablla SPTPO Udak clsampalkan datam Jangka waktu yang <ltentukan 
dan telah dlteg1r secara tertt.ts, clkenakan sanksl a~ berupa 
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebtDn dlhltung darl pzJak yang 
kurang atau terlambat dl>ayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua 
puUt empat ) bulan dlhltung seJak saat tentangnya pajak. 

c. apabHa kewajlban menglsi SPTPD tldak dlpenuhl, pajak yang terutang 
clhltung secara jabatan, dan dl(enakan sanksl adminlstrasl berupa 
kenalkan sebesar 25 CW> ( dua puluh Uma persan ) ctari pokok pajak 
dltambah sanksl amlllist1asl berupa bungs sebssar 2 % (dua perssn) 
sebulan dlhltung dart pajak yang kurang atau tertamoat dlbayar u:rtuk 
jangka \Y&ktu paling lama 24 (dua puluh ernpat} butan dlhitung sejak saat 
terutangnya pajak.. 

(4) SKPOKBT sebagaft"Nlna dlmaksud pads ayat (2) hun.i b dlerbltkan apabUa 
ditemukan data baru atau data yang ssrrn.~ bslurn terung¥.aP yang 
msnyooabl<.an penambah&n jurnlah paja"t yang teru::ang, dan cllksnakan 
sanksl adm!.nistrasi berupa kenallra.n seoessr 1 00 % ( ssratus persen ) dari 
Jurnlah kekl.n!igan µajak tersebl.i't. 

(5) SKPDf, sebagaL'11a.tl8 dna:<sud pacs ayat (2) huruf c dlterbtt1«.an apa.b!la 
Jianlah pajak yang terutang sams bssamya dengan jl.Jm!ah kreolt pajak atau 
pajak tldak terutang csn tidal< aca kradlt pajak. 

(6) Apab!!a kewajban membayar pajak terutang dalam SKPDKB can SKPDKBT 
sebagaimana d!maksud peda ayat (2) tktak atau kurang dlbayar dalam 
Jangka waktu yang dltemnn. dltagih dengan mensrbirtkan STPD dltambah 
dengan sanksl admlnlstrasl berupa bungs 2 % ( dua persen ) sebutan. 
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BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

• 

Pasal 15 

( 1) Pembayaran pajak dllakukan <I Kas Daerah atau tempat lain yang dltunjuk 
oleh Bupati K~la Daerah sesual waktu yang dltenukan dalam SPTPD, 
SKPO, SKPD~dan STPD. 

(2) Apabla pembayaran pajak dilaklNn dltempat la.kl yang dltunjuk, hasl 
penerknaan pajak harus dlsetor ke Kas Daerah selani>at-lambatnya 1 x 24 
jam atau dalarn waktu yang dltentwn oleh Bupati KepUt Daerah. 

(3} Pemoayaran pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dllaklJ<an dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 16 

(1) Pembayaran pajak harus dllakukan sekallgus atau tunas. 
(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabflt memberlkan persetuJuan kepada Wajlb 

Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
mem01Uli persyaratan yang dltentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (2), harus 
dllakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bt.nga sebesar 
2 % (dua persen) sebulan dart jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

(4) Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat dapat mernnenkan persetujuan kspada 
Wajlb Pajak untuk menmda pembayaran pajak sampal batas waktu yang 
dltemM&n setelah memenuhi persyaratan yang dltentukan dengan dikenakan 
bunga 2 % (dua persen) ssbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang 
bayar. 

(5) Persyaratan urtuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata 
cara pembayaran angsuran sebagamana dfmaksud pada ayat (2) dan ayat 
(4), cltetapkan oleh Bupatl Kepala Daerah. 

PasaJ 17 

(1) Settap Pembayaran paJak sebagalmana dlmaksud pada Pasal 17 diberikan 
tanda bukti pembayaran dan clcatat dalam buku pener1maan. 

(2) Bentuk, Jellis, isl, ukoom buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran 
pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 ). dltetapkan oleh Bupatl Kepala 
Daerah. 
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BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasat 18 

(1) Surat Teguran atau Surat Pertngatan atau St.rat lain yang sejenis sebagai 
awal tlndakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikefuarkan 7 (tujuh) dari 
seJak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam Jangka waktu 7 (tuJuh) har1 setetah tanggal SUrat Teguran atau Surat 
Perlngatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi paJak 
yang terutang. 

(3) Surat Teguran, Surat Perilgatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diketuarkan oteh Pejabat. 

Pasal 19 
(1) Apabila jumlah pajak yang maslh harus dlbayar tidak dllunasl sebagaimana 

dltentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang 
seJenls, jurrdah pajak yang harus dlbayar ditagih dengan Surat Paksa. 

~ (2) Pejabat menerbltkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) 
hari sejak tanggaJ Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang 
sejenls dlterbltkan. 

Pasal 20 
Apabila pajak yang harus dlbayar tidak dUunasl calam jangka waktu 2 x 24 jam 
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan suat 
per1ntah Melaksanakan Penyltaan. 

Pasal 21 
Apabfta telah lewat 1 O (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perinfah 
Melaksanakan Penyttaan, Wajlb Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, 
Pejabat rnengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Letang Negara. 

Pasal 22 

Setelah Kantor Letang Negara menetapkan harl. tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan lelang, Juru slta memberttahukan dengan segera secara tertutis 
kepada wajib pajak. 



-10 • 

Pasal 23 
Bentuk, Jents dan lsi formulir yang dlpergunakan tnUk pelaksana.an penaglhan 
Pajak Daerah dltetapkan oleh Bupatl Kepata Daerah. 

BAB IX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 24 

(1) Bupatl Kepala Daerah berdasarkan permohonar. WaJb Pajak dapat 
member1kan pengurangan, keringanan dan psmbebasan pajak.. 

(2) Tata cara pembertan pengurangan, kemganan dan pembebasan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d!tetapkan oleh Bupatl Kepala 
Daerah. 

BAB X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN 
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 25 

(1) Bupati Kepala Dasran karena jabatan atau etas permononan Wajib Pajak 
dapat: 
a. membetuikar. SKPD atau SKPDKB atau SKPOKBT atau STPD yang 

catam penerbitanny2 terdapat kesaiahan tufts, kesslahan hltung dan 
atau kekaUman dalam pensrapan persturan pe!1J10ang-undrmgan 
perpajakan daoran. 

b. membatalkan arau mengurangkan keietapw1 pajak 11mg tluak benar. 
c. mengurangkan atau menghapusf'~n sanksl adm\nlstrasi berupa bunga, 

denda can kenalkan pajsk yang teruta~ daiam hal sanksi tersebul 
dlkenakan karsna kekhllafan Wajib Paj&k atau bukan karena 
kesatahannya 

(2) Permohonan pembetu!an. pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi admlnlstrasl atas SKPD, SKPDKB, 
SKPOKBT oan STPO sebagalmana dlmaksud pad& ayat (1) harus 
dlsampalkan secara tertulls oleh wajlb paJak kepada Bupatl Kepala Daerah, 
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atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) hart sejak tanggal diterima 
~ SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang 

jelas. 
(3) Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (ttga) bulan sejak sixat 

permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dtterlma. sudah harus 
memberikan keputusan. 

(4) ApabHa setelah tewat waktu 3 (tlga) bulan sebagalmana dlmaksud pada 
ayat (3) lq>atl Kepala Daerah atau Pejabat tldak memberikan keputusan, 
permohonan pembetulan, pembataJan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksl admlnlstrasl. dlanggap dlkabulkan. 

BAB XI 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal26 
(1) Wajlb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl Kepala 

Daerah atau Pejabat atas suatu : 
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) : 
d. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Leblh Bayar (SKPDLB); 
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihll (SKPDN); 
f. Pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga berdasarkan peraturan 

perundang..undangan perpajakan daerah yang ber1aku. 
(2) Permohonan keberatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus 

dlsampalkan secara tertulls dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 
dltarima oleh Wajib Pajak • atau tanggal pemotongan/pemungutan o!eh plhak 
ketlga sebagalmana dlrnaksud psda ayat (1) dengan alasan yar.g jelas. 
kecuaU apabHa Wajlb Pajak dapat menunJu!<Jran bahwa jangka waki:u ltu 
tidak dapat dlpenuhl karena keadaan dlluar kekuasaannya. 

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu pallng lama 12 (dua 
balas) bulan sejak tanggal serat permohonan ksberatan sebaqasnana 
dlmaksud pada ayat (2) dlterima, sudah harus memberikan keputusan. 

(4) Apablla setalah lewat waktu 12 (dua betas) bU1an sebagalmana dimak.sud 
pada avat (3) Bupatl Kepala Daerah atau PeJabat tidak memberlkan 
keputusan, permohonan keberatan dianggap dlkabu!kan. 
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(5) Penga}Uan keberatan sebagalmana clmaksud pada ayat (1) tldak menunda 
kewajlban meml:)ayar pajak. /'. 

"' 

Passi 27 
(1} W~ Pajak cepat me~gajukan banamg kepada Badan Penyelesalan 

Sengketa Pajak dalam Jangka waktu 3 (tlga} bulan setelah dltenmanya 
keptiusan keberat n. 

(2) Pengajuan Banding sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) tldak menunda 
kewajlban membayar pajak. 

Pasal 28 
Apabla pengajuan keberatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27 atau 
banding sebagatmana dlmaksud Pasal 28 dlkabulkan sebagtan atau seluruhnya, 
keleblhan pembayaran pajak dlkemballkan dengan dltambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk ~Ing lama 24 (dua puk.lh empat) bulan. 

BAB XII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMBAYARAN PAJAK 

Pasaf 29 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengemballan keleblhan 

pernbayaran paJak kepacta Bupatl Kepata Daerah atau Pejabat. 
(2) Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat dalam Jangka waktu pallng lama 12 ( dua 

belas) bulan seJak dler1manya permohonan pengemballan keleblhan 
pembayaran pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus member1kan 
kefUUSBn. 

(3) Apablla Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dllampaul. 
Bupatl Kepala Daerah atau Pejabat tldak memberikan keputusan, 
permOhonan pengernbaHan keleblhan pembayaran pajak dlanggap 
dlkabulkan ctan SKPOLB harus dlterbltkan dalam waktu pallng lama 1 (satu) 
bulan. 

(4) Apabla WaJb Pajak mempt11yal utang paJak lmnya, keleblhan pembayaran 
pajak sebagalm8na dlm!lksud pada ayat (2) langsung dlperhltungkan untuk 
melunasi ter1ebl1 datuu wng pajak dlmaksud. 

-. 
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• (5) Pengembaian kaleblhan pembayaran pajak dllakukan dalam waktu paling 

.s lama 2 (dua) bulan sejak dlerbltkannVB SKPDLB dengan menerbttkan Slnt 
Per1ntah Mernbayar Kelebllan Pajak (SPMKP). 

(6) ApablJa pengembaflan kefeblhan pembayaran pajak dllakuk.an setelah lewat 
waktu 2 (dua) bulan paJak diteroltkannya SKPDLB, Bupatl Kepala Daorah 
atau Pejabat mermer1kan inbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan 
atau ketsr1arrt>atan pembayaran ke"3bilan paJak. 

Pasal 30 
Apablla keleblhan pembaya.raan pajak dlperhltungkan dengan utang pajak 
lalnnya, sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) pembayarannya 
dllakl.Qn dengan cara pemlndahbukuan dan bukt.l pemlndahan bukuan ber1aku 
sebagal buktl pembayaran. 

BAB XIII 

KEDALUARSA 

Pasal 31 

(1) Hak unt1'( melakukan penaglhan pajak, keda.k.lwarsa setetah melampali 
Jangka waktu 5 (Hrna) tahun terhltung sejak saat terhltun~ pajak, kecuaR 
apabUa WaJlb Pajak melakukan tlndakan pldana di bidang perpajakan 
daerah. 

(2) KedaJuarsa penaglhan pajak sebagainana dlmaksud pada ayat (1) 
tertangguh apablla : 
a. dlerbltkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ; 
b. ada pengakuan utang paJak dart Wajl> Pajak baik langsung maupun Udak 

langsung. 

BAB XIV 

KETENTUAN PIOANA 

Pasal32 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tldak menyampaluln SPTPO atau 
mengtsl dengan tldak benar atau tldak lengkap atau melampin(an 
keterangan yang tidak benar sehlngga meruglkan keuangan daerah dapat 
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dlpidana dengan ptdana kun.ngan paling lama 1 (satu) tahun dan I atsu • 
denda palng banyak 2 (dua) kal )lmah pajak tertuang. 

(2) WaJb Pajak yang dengan sengaja tldak menyafl1)al<an SPTPD atau menglst 
dengan tidak benar atau tldak lengkap atau melampk'k.an keterangan yang 
tldak benar sehlngga meruglkan keuangan daerah dapat dlpldana penJara 
palng lama 2 (dua) tahun dan I atau denda pa&1g banyak 4 (empat) kaft 
jlmtah pajak yang terutang. 

Pasal 33 

Tindak pldana sebagaJmana dlmaksud dalam Passi 31 tldak cltuntut setelah 
mel9n1>aut jangka waktu 10 (sepl*1h) tatul sejak saat tentan!Jly& pajak atau 
berakhimya Masa Pajak atau beraktli'nya baglan Tahun pajak atau berakhimya 
tahun paJak. 

BAB XV 

PENYIOIKAN 

Pasal 34 

(1) Penyldlkan Pegawal Negeri SlpB di lln~an Pemeriltah Oaerah dlberlkan 
wewenang khusus untljc melakukan penyelldlkan tlndak pldana dlbidang 
perpaJakan daerah. 

(2) Wewenang penyidlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menenma, mencart, mengumpulkan dan menellti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tlnciak pldana di bldang perpajakan daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menJadi leblh lengkap dan Jetas. 

b. menellti, mencarl dan mengumpul<an keterangan mengenal orang prlbadi 
atau badan tentang kebenaran peri:>uatan yang dllakukan sehubungan 
dengan tlndak ptdana perpajakan daerah, 

c. merrnnta katerangan dsn bahan bu!di dari orang prlbadi atau bad an 
sehubungan dsnoan tinciak pidana parpajakan daerah. 

d. memerfl{Sa buku-buku, catatan dar dokumen-dokurr.en lain berkenaan 
dengan tlr.dak olaana perpsjakan di daeran 

e. meiakllkan penggelMar.an 1mtu!< me!ldap:::.tlr2.n bahan bu!<!.I pembuxuan, 
pencatatan dan ciokumen-dokuman fain serta rnela~"'3n penyltaan 
terhadap bahan buktl terseout. 

f. memlnta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tlndak 
pidana di bldang perpajakan daerah. 
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g. menyuruh bertleril can atau melarang seorang mrilggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemer1ksaan sedang berlangsung dan memerlksa 
~ ldentltas orang dan atau dokt.men yang clbawa sebaglmana pada huruf 

e. 
h. memotret seseorang yang ber1<altan dengan tlndak pldana perpajakan 

daerah. 
I. memanggll orang untuk dtdengar keterangannya oan dlper1ksa sebagai 

tersangka atau saksl. 
J. menghentlkan penyelidlkan. 
k. metakukan tlndakan lain yang pertu untuk kelancaran penyelidlkan tlndak 

pidana di bldang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung Jawabkan. 

(3) Penyldlk sebagalmana dlmaksud ayat (1) memberlahukan dlmulalnya 
penyldlkan dan menyampafkan hasll penyidlkkannya k.epada Penuntut 
Umum, sesual dengan ketentuan yang dlatur dalam Undan~undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENlffiJP 

Pasal 35 
.H~hal yang belum cukup cflatur dalam Peraturan Oaerah lni sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut oleh Bupatl Kepala Oaerah. 

Pasal 36 

Dengan berlakunya Peratll"an daerah lnl. maka Peraturan Daerah Kabupaten 
daerah Tlngkat II Rembang Tanggal 1 O Mel 1961 tentang Pajak Pembangunan I 
(di sahkan Preslden tanggal 29 Mel tahun 1962 Nomor 199) dinyatakan tidak 
ber1aku. 

Pasal37 

Peraturan Daerah inl mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setlap orang dapat mengetahulnya memertntahkan pengundangan 
Perateran Daerah ini dengan penempataooya, dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 
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Dltetapkan dl Rembang <:.-· 
pada tanggal 29 September 1998 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

REM BANG 
KETUA 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

HENDARSONO Ors. H. WACHIDI RIJONO 

Dlsahkan berdasarkan Pasal 5 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Oaerah dan RetrlbusJ Daerah 

Dlundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tilgkat 11 Rembang 
Namer 9 Ta~n·· 1999 Sert A 
Namer 5 pada Tanggal 30 Juli 1999 

Sekretarts Wlle.yah J Daerah Tlngkat II 
Rembang 

H. N O E RA N T 0, SH 

Pembina utama Muda 
NIP 500 040 991 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGl<AT II REMBANG 
NOMER 8 TAH~ 1998 

TENTANG 
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 

I. UMUM 
Bahwa dengan telah dlber1akukamya Undang-undang Namer 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrfbusl Daerah, yang dllndak 
lanjutl dengan Peraturan Pernerifiah Nomer 19 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah, maka Pemertntah Daerah Tingkat I maupun Pemerttah Daerah 
Tlngkat 11 dlharuskan rnenyusun kembaU Peratt.nn Oaerah rnengenaJ Pajak 
Daerah yang sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber1aku. 

Dalam Undang-undang N001er 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusl Daerah, BAB II, Pasal 2 Ayat 2 huruf a dlsebutkan Pajak Hotel 
dan Restoran adalah salah satu jenls Pajak Daerah Tingkat 11, maka 
merupakan keharusan bagi Pemerintah Ka~aten Daerah Tingkat 11 
Rembang untuk menyusun Peraturan daerah tentang Pajak Hotel dan 
Restoran. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jefas 
Pasal2 

Cukup Jetas 
Pasal3 

Ayat (1) 
Huruf a 

Fasllttas penglnapan I fasllltas tinggal jangka pendak antara laln 
gubuk par1wlsata (Cottage), motel, wlsma pari'Nisata, 
pesanggrahan (Hostel) losmen dan rumah penglnapan. 
Oatam pengertlar. rumah penglnapan terrnasuk kos dengan 
jumtah kamar 15 (llma betas) atau leblh yang menyadlakan 
fasllltas separtl rumah penglnapan. 
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Huruf b 
Pelayanan penunjang antara lain, telepon. faksimil. teleks. foto ,a 
copy, pelayanan cuci, setrlka. taksi, dan pengangkutan lainnya 
yang dlsedlakan dan dikelola oleh hotel. 

Huruf c 
Fasllltas otan raga dan hiburan antara lain. pusat kebugaran. 
kolam renang. golf. karaoke. pub. dlskotlk, yang disediakan oten 
hotel. 

Huruf d 
Cukup jelas 

Ayat (2·1 
Cukup Jelas 

Pasat 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasa. 6 
Cukup Jelas 

Pesa 7 
_ukup jeias 

Pasa, 8 
Ayat (11 

Cukup jelas 
Ayat (21 
Cukup jeias 

Pasa' 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasat 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat (1> 

Cukup jelas 
Ayat (2i 

Cukup jeias 
Ayat (3l 

Cukup Jelas 
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J 

Pasal 13 
·Ayat (1) 

Cukup [elas 
Ayat (2) 

Gukup Jelas 
Pasal 14 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
huruf a 

Cukup Jelas 
huruf b 

Cukup jelas 
huruf c 

Yang dlmaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah 
penetapan besamya pajak terutang yang dllakukan oleh Bupati 
Kepala Oaerah atau Pejabat yang dltunjuk berdasarkan data 
yang ada atau keterangan lain yang dimillki Bupati Kepala 
Oaerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

Ayat !4) 
Cukup Jelas 

Ay~t (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) . 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup [etas 
Ayat (3) 

cukup Jelas 
Pasal 16 

Ayat (1) 
Wajlb Pajak tldak boleh membayar utang pajaknya dengan cara 
mengangsur. 

Ayat (2) 

' 
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Apabila Wajlb Pajak tldak dapat membayar pajak sekaligusJlunas 
maka WaJlb Pajak dapat mengajukan perrnononan mengangsur 
kepada Bupatl Kepala Daerah, clan apablla Wajib Pajak telah 
memenuhi persyaratan yang telah dltentukan maka Bupati Kepala 
Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajlb 
Pajak untuk mengangsur utang pajaknya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Cukup jetas 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2). 

Cukup jetas 
Pasa118 

Ayat (1 j 
Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu/tanggal yang 
ditetapkan bagi Wajib pajak untuk meiunasi 11tang pajaknya 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 

Cukup jelas 
Pasai 24 

t 
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Ayat , ·) 
Dalam keadaan tertentu Wajlb Pajak tldak dapat melakukan 
kewaJlbannya maka Bupatl Kepala Daerah dapat nernoerlkan 
pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak. 

Ayat 12·, 
Cukup Jelas 

Pasal 25 
Ayat (1) 

dalam hal tertentu petugas melakukan kesalanan datarn hat 
penetapan SKPD dan STPD rnaka WaJib Pajak dapat mengajukan 
pembetulan. pengurangan penetapan penghapusan sanksi 
administrasi dan pernbatalan ketetapan pa1ak yang :1dak benar. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat !3) 
Cukup Jelas 

Ayat (4'1 

l 'ukup ]etas 
;)~Sal 26 

Ayat 11 i 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat IJ) 

Cukup Jeias 
Ayat i4) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Pasai 27 

Ayat I I) 
Lukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup jel?<; 

Pasal 28 
Cukun .elas 

Pasal 29 
Ayat ( 1 l 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup Jetas 

Ayat (4) 
Cukup jetas 

Ayat (5) 
Cukup Jetas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Ayat.(1) 

Saa! Kedaluwarsa penaglhan pajak ini pertu ditetapkan untuk 
memberi kepasrlan nukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat 
ditagih lagi. 

Avat (2) 
Hurtrf a 

Dalarn ha, diterbitkan surat taguran dan sural paksa, kedatuarsa 
penagihan dihitung sejak tang~al penyampaian surat paksa 
terse but. 

Huruf b 
Yang dimaxsuo dengan pengakuan utang pajak secara langsung 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai 
utang paJak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 
Yang dimaksud aengan pengakuan utang pajak tidak secara 
langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung 
menvataxan bahwa ta mengakui mempunyai utang pajal<'. 
kepada Pemenntah Daerah. 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Dengan adanya sanksi pidana dinarapkan timbulnya kesadaran 
Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. 
Yang dimaksud kealoaan berarti tidak sengaja. lalai, tidak nan-nan 
atau kurang menolnnansan kewajibannya sehingga perbuatan 
tersebut merurnbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 

0 
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Perbuatan atau tlndakan sebagaimana di meksud dalam ayat 1rn 
yang dllakukan dengan sengaja dlkenakan sanksl yang lebih berat 
dari pada alpa, menglngat pentlngnya penerimaan pajak bagi 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 33 
Ketentuan lni dlmaksudkan guna memberfkan suatu kepastlan hukum 
bagl Wajib Pajak. Penuntut Umum dan Hakim. 

Pasal 34 
Ayat {1) 

Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Slpil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang dlangkat 
oleh Menteri Kehaklman, sesual dengan perundang-undangan yang 
bertaku. 
Penyelidikan di bldang perpajakan daerah dllaksanakan menurut 
ketentuan yang diatur dalarn Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pldana dan aturan pelaksananya. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup Ielas 


